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NOTA DINAS
Nomor: B-1138/Un.07/01/BU/HM.02/12/2025
Yth. 1. Dekan,;
2. Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Kepala SPI;
5. Kepala Biro AAKK;
6. Kepala Bagian;
7. Ketua Tim pada Biro AUPK dan AAKK;
8. Kepala UPT;
9. Kasubbag. TU Pascasarjana.
Dari : PIlt. Kepala Biro AUPK
Sifat : Biasa
Hal : Penyampaian Keputusan Rektor Nomor 1518 Tahun 2025 dan
Surat Edaran Rektor Nomor 1557 Tahun 2025
Lamp. : 2 (dua) dokumen

Tanggal : 30 Desember 2025

Assalamualaikum Wr. Wh.

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kedinasan, mewujudkan efisiensi
komunikasi dan informasi antar unit kerja, dengan ini disampaikan salinan Keputusan
Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 1518 Tahun 2025 tentang
Pencabutan Keputusan Rektor Nomor 787 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
sebagaimana terlampir.

Dengan adanya pencabutan Keputusan di atas, maka kewenangan pejabat pemberi
cuti berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Nomor 1515 Tahun 2025 tentang
Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa dalam Pemberian Cuti Bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama dan Surat Edaran Rektor Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 1557 Tahun 2025 tentang Kewenangan
Penandatanganan Naskah Dinas dan Dokumen Kepegawaian di Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya sebagaimana terlampir untuk dipedomani dan dilaksanakan pada
masing-masing unit kerja.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wh.




UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 1518 TAHUN 2025
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 787 TAHUN 2023
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA

DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan memberikan
kepastian hukum pemberian cuti bagi Aparatur Sipil Negara di Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Agama Nomor 1515 Tahun
2025 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa dalam
Pemberian Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian
Agama, maka Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya Nomor 787 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang
Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara di Universitas [slam Negeri Sunan
Ampel Surabaya sudah tidak relevan;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu
menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya tentang Pencabutan Keputusan Rektor Nomor 787 Tahun 2023
tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara di
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 910);

Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 Statuta Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1729);



Menetapkan

KESATU
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7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian
Cuti Pegawai Negeri Sipil;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1515 Tahun 2025 tentang Pendelegasian
Wewenang dan Pemberian Kuasa dalam Pemberian Cuti Bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 787
TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI
APARATUR SIPIL NEGARA DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA.

Mencabut Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Nomor 787 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti
Aparatur Sipil Negara di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Pemberian, pengubahan, penangguhan atau penolakan cuti Aparatur Sipil
Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya oleh pejabat yang
berwenang berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Nomor 1515 Tahun
2025 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa dalam Pemberian
Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

. Ditetapkan di Surabaya
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Wakil Rektor Universitas [slam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
Ketua Lembaga Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

Kepala SPI Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

Plt. Kepala Biro Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.



Yth,

. Dekan;

. Direktur;

. Plt. Kepala Biro AUPK dan AAKK;

. Ketua Lembaga;

. Kepala Satuan Pemeriksa Intern;

. Kepala Unit Pelaksana Teknis;

. Kepala Bagian dan Ketua Tim Kerja Biro AUPK dan AAKK.
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SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 1557 TAHUN 2025
TENTANG

KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN

DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

A. Latar Belakang

Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum yang
meliputi, pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan
lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan
benar, kewenangan penandatangan, tata surat, dan alur surat. Naskah dinas
merupakan informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan
diterima oleh pejabat yang berwenang di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kedinasan serta
efisiensi komunikasi dan informasi antar unit kerja sehingga terwujud tata naskah
dinas dan dokumen kepegawaian yang sesuai peraturan perundang-undangan, perlu
diberlakukan acuan dalam hal kewenangan untuk melaksanakan dan
menandatangani naskah dinas dan dokumen kepegawaian pada pejabat Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kepastian dan jaminan dokumen yang sesuai regulasi serta kewenangan
secara terstruktur dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan memastikan
setiap naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang memiliki hak dan
kewajiban yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatannya.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk:

1. Menjadikan naskah dinas dan dokumen kepegawaian sebagai pedoman dalam
bertugas, sarana pengingat, serta alat bantu pencapaian tujuan unit kerja secara
cepat dan tepat.

2. Melindungi naskah dinas dan dokumen kepegawaian secara fisik dan substansi
mulai dari proses penyusunan, klasifikasi hingga pendistribusiannya;

3. Memberikan informasi tentang hak dan kewajiban yang melekat tentang
kewenangan penandatanganan naskah dinas dan dokumen kepegawaian yang
dimiliki pejabat sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya.

4. Menjamin keabsahan dokumen akuntabilitas dalam penandatanganan yang
dilakukan oleh pejabat yang berwenang serta legalitas dari naskah dinas dan
dokumen kepegawaian yang dikeluarkan
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C. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai kewenangan yang ada pada pejabat
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk menandatangani naskah dinas
dan dokumen kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada
jabatannya.

D. Dasar Hukum
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11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Arsip di
Lingkungan Kementerian Agama;

Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur
Operasional Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri di Lingkungan
Kementerian Agama;

Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas pada Kementerian Agama,;

Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada
Kementerian Agama;

Keputusan Menteri Agama Nomor 1515 Tahun 2025 tentang Pendelegasian
Wewenang dan Pemberian Kuasa dalam Pemberian Cuti Bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara pada Kementerian Agama;

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 40 Tahun 2024
tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang
Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.
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E. Kewenangan Penandatanganan
Pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas dan dokumen kepegawaian
sesuai dengan batasan kewenangan penandatanganan sesuai dengan jenjang jabatan.

1. Rektor

a.

- BT Pegloe oo o0
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Keputusan pengangkatan dan pemberhentian dosen yang diberi tugas
tambahan, pengangkatan pejabat pembuat komitmen, dan pengangkatan
tim/panitia kegiatan tingkat universitas;

Keputusan kebijakan universitas;

Petunjuk pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);

Surat Perintah/Tugas (Plh. atau Plt. bagi dosen yang diberi tugas
tambahan);

Surat Dinas;

Memorandum;

Nota Dinas;

Surat Undangan;

Perjanjian (MoU dan Perjanjian Kerja sama);

Berita Acara;

Surat Pernyataan Menduduki Jabatan bagi Jabatan Fungsional Dosen atau
Dosen yang Diberi Tugas Tambahan;

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi Jabatan Fungsional Dosen atau
Dosen yang Diberi Tugas Tambahan;

. Surat Keterangan;

Surat Pengantar;

Pengumuman;

Laporan;

Telaah Staf;

e-Kinerja;

Cuti bagi Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Biro, Kepala Lembaga,
Kepala UPT;

Surat Perjalanan Dinas untuk dalam/luar negeri bagi Wakil Rektor,
Direktur, Kepala Biro, Dekan, Kepala Lembaga, Kepala UPT.

2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
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Surat Dinas;

Nota Dinas;

Surat Undangan;

Telaah Staf;

Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam jabatan dosen (pejabat yang
berwenang memberikan cuti);

Persetujuan perjalanan dinas untuk dalam/luar negeri bagi Wakil Rektor,
Direktur, Kepala Biro, Dekan, Kepala Lembaga, Kepala UPT.

3. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan

a.
b.

Keputusan pengangkatan dan pemberhentian CPNS dan PNS;

Keputusan kenaikan pangkat pejabat pengawas, pelaksana, dan fungsional
tingkat Asisten Ahli, Lektor, Ahli Pertama, Ahli Muda dengan golongan ruang
III/c (Penata) dan Keterampilan;

Keputusan kenaikan dalam jabatan fungsional tingkat Ahli Pertama, Ahli
Muda, Keterampilan, dan Lektor;

Keputusan pengangkatan pertama dalam jabatan administrasi, perubahan
dalam jabatan tanpa mengalami perubahan kelas jabatan administrasi,
kenaikan dalam kelas jabatan administrasi bagi pelaksana;

Keputusan pengangkatan pemberhentian dari jabatan administrasi,
pengangkatan kembali dalam jabatan administrasi bagi pengawas dan
pelaksana;
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Keputusan Penyesuaian Masa Kerja;

Keputusan pencantuman gelar akademik Strata Satu (S1);
Surat Edaran;

Petunjuk Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
Surat Perintah/Tugas;

Surat Dinas;

Nota Dinas;

. Memorandum;

Surat Undangan;

Berita Acara;

Surat Pernyataan Menduduki Jabatan bagi jabatan fungsional tingkat
ketrampilan, keahlian pertama, muda dan pelaksana;

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi jabatan fungsional dosen atau
dosen yang diberi tugas tambahan jabatan fungsional tingkat ketrampilan
dan keahlian pertama, muda dan pelaksana;

Surat Keterangan;

Surat Pengantar;

Surat usul mutasi dan promosi;

Laporan;

Telaah Staf;

. e-Kinerja;

Cuti bagi Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Jabatan Fungsional, Jabatan
Pelaksana;
Surat Perjalanan Dinas bagi Kepala Bagian, Jabatan Fungsional, Jabatan
Pelaksana.

4. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama

o C N NSNS

Surat Edaran;

Surat Dinas;

Nota Dinas;

Memorandum;

Surat Undangan;

Surat Keterangan;

Laporan;

Telaah Staf;

e-Kinerja;

Cuti bagi Kepala Bagian, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana.

5. Kepala Bagian
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Memorandum;

Nota Dinas;

Surat Pengantar;

Laporan;

Telaah Staf;

e-Kinerja;

Cuti bagi Jabatan Fungsional Keahlian Ahli Pertama, Ahli Muda,
Keterampilan, dan Jabatan Pelaksana.

6. Dekan (Fakultas) dan Direktur Pascasarjana

oo

Surat Edaran tingkat fakultas atau pascasarjana;
Surat Tugas;

Nota Dinas;

Surat Undangan;
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e. Surat Keterangan;
f. Surat Pengantar;
g. Laporan;

h. e-Kinerja;

g

Cuti bagi Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Tata Usaha
Pascasarjana, Jabatan Fungsional Keahlian Ahli Pertama, Ahli Muda,
Keterampilan, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Dosen (atasan langsung);

7. Pelaksana Harian (Plh.) dan Pelaksana Tugas (Plt.)
Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) dan Pelaksana Tugas (Plt.) tidak berwenang
mengambil keputusan dengan menetapkan yang berdampak pada perubahan
status hukum pada aspek kepegawaian (pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian). Naskah dinas dan/atau dokumen yang dapat ditandatangani
oleh Plh. dan/atau PIt. yaitu:

a. Sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja;
b. Kenaikan Gaji Berkala;
c. Cuti, selain Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);
d. Surat Perintah/Tugas;
e. Menjatuhkan disiplin pegawai tingkat ringan;
f. Usul mutasi pegawai, kecuali perpindahan antar instansi;
g. Usul Tugas Belajar Biaya Sponsor/Beasiswa (TBBS/TBBM);
h. Usul mengikuti pengembangan kompetensi.
F. Penutup

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan mulai berlaku
sejak dikeluarkan.

Ditetapkan di Surabaya
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